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Abstrak

Korupsi yang terjadi di Indonesia tidak sedikit yang merugikan negara dengan nilai kerugian yang fantastis, salah satunya adalah kasus penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia dimana nilai kerugian negara diperkirakan sejumlah 4,58 Triliun Rupiah. Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut diadili pada tahun 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan dinyatakan bersalah dengan vonis 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 700.000.000. Upaya hukum di tingkat lanjut justru menambah masa hukuman dari Terdakwa Putusan di tingkat kasasi dikaji menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan bahan Hukum Primer seperti Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Acaranya dan pendekatan kasus sehingga dapat ditemukan bahwa terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran administratif dan perbuatan perdata murni. Putusan tersebut juga dilihat dari sisi Terdakwa menggunakan teori-teori dan asas_asas hukum yang ada seperti  asas kesalahan dan lainnya. Pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onstlag Rechts Vervolging), adalah bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan dikarenakan adanya alasan pembenar yakni dalam rangka melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang diatasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.
Kata kunci: Korupsi, Putusan Hakim, Dissenting Opinion.
Abstract
The Corruption that occurs in Indonesia is not a small amount that is detrimental to the state with a fantastic loss value, one of which is the case of the write-off of receivables from Bank Indonesia's Direct Assistance to the Indonesian National Trade Bank where the value of state losses is estimated at 4.58 Trillion Rupiah. The defendant Syafruddin Arsyad Temenggung who was responsible for the action was tried in 2018 at the Jakarta Corruption Court and found guilty with a sentence of 13 years in prison and a fine of Rp. 700,000,000. Legal efforts at the advanced level actually increase the sentence of the Defendant. The decision at the cassation level is reviewed using a statutory approach using Primary Law materials such as the Law on Corruption Crimes and Procedural Law and the case approach so that it can be found that there is a dissenting opinion. ) from the Panel of Judges of the Supreme Court and stated that the Defendant had committed an administrative violation and a purely civil act. The decision was also seen from the Defendant's perspective using existing legal theories and principles such as the principle of error and others. The judge's consideration in giving the Decision Apart from All Lawsuits (Onstlag Rechts Vervolging), is that the Defendant's actions are not criminal acts and due to justifying reasons, namely in the context of carrying out office orders from the competent authorities above them in accordance with the provisions of Article 51 Paragraph (1) of the Criminal Code .
Keyword : Corruption, Judge's Decision, Dissenting Opinion.
PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu tindak pidana korupsi terbesar di Indonesia yakni perkara terkait penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI), terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (selanjutnya disebut BDNI). Secara kronologi waktu, perkara BDNI yang sahamnya dikendalikan oleh Sjamsul Nursalim (selanjutnya disebut SJN) bermula ketika institusi tersebut ikut menerima BLBI pada 1997. Kucuran dana diterima oleh BDNI pada tahun  tersebut mencapai Rp. 37 triliun.  Tanggal 21 September 1998, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disebut BPPN) dan SJN melakukan penandatanganan penyelesaian terkait ambil alih pengelolaan BDNI. Perjanjian tersebut dinamakan sebagai Master Settlement Acquisition Agreement (selanjutnya disebut MSAA), dengan kata lain dapat disebutkan sebagai Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.  MSAA menyebutkan BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI dan SJN sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya dan bertanggung jawab terkait penyelesaian kewajiban baik secara tunai atau berupa penyerahan aset. KPK memberikan penjelasan bahwa jumlah kewajiban atau utang SJN yang harus ia penuhi mencapai Rp. 47.258.000.000.000, ini termasuk di antaranya pinjaman kepada petani atau petambak sebesar Rp. 4,8 triliun. Aset senilai Rp. 4,8 triliun tersebut seolah-olah dipresentasikan SJN sebagai piutang lancar dan tidak bermasalah (Dewi 2020).
BPPN kemudian melakukan proses yang disebut Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD). Dari proses tersebut diketahui ada aset yang diserahkan oleh SJN malah macet atau tidak bisa menghasilkan uang. Aset yang dirujuk macet oleh BPPN adalah piutang dari para petambak udang.  Atas hasil LDD dan FDD tersebut BPPN kemudian mengirimkan surat, hal mana pada pokoknya mengatakan SJN telah melakukan misrepresentasi (keliru dalam penyebutan aset) dan meminta SJN untuk menambah asetnya itu untuk menggantikan kerugian yang diderita BPPN. Akan tetapi dalam proses berjalannya SJN menolak hal tersebut. Seharusnya SJN berkewajiban untuk menunjukan semua aset yang dimiliki untuk membayar pinjaman dari Bank Indonesia (Dewi 2020).
Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (selanjutnya disebut sebagai SAT) selanjutnya mengambil langkah inisiatif dengan mengeluarkan surat keterangan lunas bagi SJN pada 12 April 2004. SAT dan Itjih Nursalim (Istri SJN) menandatangani akta perjanjian penyelesaian akhir, hal mana pada pokoknya berisi pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban seperti yang sudah diatur di dalam perjanjian MSAA. Tanggal 26 April 2004, SAT selanjutnya menerbitkan Surat No. SKL-22/PKPS-BPPN/004. Pada pokoknya surat tersebut berisi pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada SJN, dengan kata lain tak perlu menagihkan utang ke petambak udang tersebut.  
BPPN selanjutnya menyerahkan pertanggung jawaban aset berupa hak tagih utang petambak udang kepada Kementerian Keuangan pada 30 April 2004. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan selanjutnya memberikan hak tagih utang tersebut kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Pemerintah terkejut, ketika mereka melakukan penjualan hak tagih utang para petambak udang itu, nilainya hanya Rp220 miliar.  Padahal, kewajiban yang seharusnya diterima oleh negara (dari aset utang petani tambak) senilai Rp. 4,8 triliun. Sehingga, diduga kerugian keuangan negara yang terjadi mencapai Rp. 4,58 triliun. 

Kasus BLBI tersebut terus bergulir bertahun-tahun, oleh sebab itu negara melalui KPK mendakwa SAT melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus penghapusan piutang BLBI terhadap BDNI tersebut. Dalam perkara yang ditangani KPK tersebut, pada peradilan tingkat pertama majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, tertanggal 24 September 2018 dengan Putusan Nomor  39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKTPST menjatuhkan vonis 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan kepada SAT. Selanjutnya atas dasar putusan tersebut, SAT melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 
Pada 2 Januari 2019 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan Putusan Hakim dengan Nomor 29/PIS.SUS-TPK/2018/PT.DKI. Pada upaya hukum banding yang dimintakan oleh SAT tersebut, majelis hakim menambah masa hukum SAT menjadi 15 (lima belas) tahun pidana penjara dan denda yang semula Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).  Pasca upaya banding tersebut, SAT melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung tertanggal 21 Januari 2019 berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  pada Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat. 
Upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh SAT, diputus oleh majelis hakim Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 2019 dengan Nomor:29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal  2  Januari  2019. Dimana dalam putusan kasasi perkara a quo menyatakan SAT lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtsvervolging). Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat SAT dijatuhi vonis 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Selanjutnya pasca upaya hukum banding SAT mendapatkan vonis pidana penjara selama 15  (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah). Akan tetapi pada upaya hukum kasasi yang dilakukan di Mahkamah Agung. SAT dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. 

Menariknya, putusan kasasi tersebut menyatakan bahwa SAT telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Seperti yang dijelaskan pada amar putusa a quo dimana berbunyi “Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana  didakwakan kepadanya.” Hakim yang memutus perkara a quo secara umum memberikan tiga pendapat berbeda dari masing-masing hakim agung, dua diantaranya yaitu Hakim Agung ad hoc Syamsul Rakan Chaniago menganggap perbuatan Syafruddin merupakan ranah perdata dan Mohamad Askin berpendapat hal itu merupakan pelanggaran administrasi. Hanya Salman Luthan selaku ketua majelis yang setuju dengan hakim tinggi dan hakim tipikor jika Syafruddin melakukan korupsi. 

Pernyataan yang menarik dalam amar putusan perkara a quo adalah bahwa terdakwa SAT terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana  didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak  merupakan suatu tindak pidana. Jika dianalisis lebih lanjut, pernyataan “terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana  didakwakan kepadanya” dalam amar putusan a quo SAT telah melanggar ketentuan seperti yang didakwakan penuntut umum. Yakni melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan. Akan tetapi unsur-unsur dalam pelanggaran tindak pidana korupsi tersebut diabaikan.

Hakim dalam memutus perkara a quo terdapat dissenting opinion (perbedaan pendapat). 2 (dua) hakim berpendapat bahwa tindakan tidak termasuk dalam perbuatan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan kepada SAT. di sisi lain terdapat hakim yang beranggapan bahwa tindakan SAT tersebut merupakan sebuah tindak pidana korupsi. 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (Arto 2004). Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan menimbulkan pertanyaan sendiri bagi pihak yang berperkara dan masyarakat. 

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Putusan Kasasi perkara SAT tersebut diatas, sudah menjadi kewajiban majelis hakim untuk membeberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani majelis hakim. Akan tetapi dissenting opinion yang terjadi dalam putusan tersebut menjadi suatu objek yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut, problematika yang terjadi menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, maka dari itu penulis tertarik untuk menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah makna perintah jabatan menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP?

2. Dapatkah alasan perintah jabatan dalam Putusan Kasasi No. 1555K/PID.SUS/2019 menjadi dasar putusan lepas dalam perkara korupsi ?
METODE 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, maka penulis memilih menggunakan jenis penelitian normatif. Pada penelitian ini penulis mengkaji berdasarkan Kasasi Nomor Putusan Kasasi No: 1555K/PID.SUS/2019, dan literatur dari buku-buku yang telah diperoleh.
Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach)  (Marzuki 2011), sebagai metode menganalisis permasalahan yang ada. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dikarenakan demi mempermudah penjelasan terjadinya sanggahan perbuatan tindak pidana korupsi, menjadi pelanggaran dan perbuatan perdata dalam putusan a quo.
Bahan hukum primer yang digunakan yaitu: a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; g) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; h) Putusan Nomor: No: 1555K/Pid.Sus/2019. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, website, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Semua bahan hukum primer, sekunder dan tersier penulis kumpulkan dan penulis peroleh melalui peminjaman di perpustakaan, koleksi buku yang penulis miliki maupun mencari melalui website. Bahan hukum yang telah didapat akan diolah dengan cara studi pustaka, dan mengambil inti sari yang terdapat pada bahan hukum yang ada. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dan akan dideskripsikan dengan pola pikir yang runtun. Analisis disini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti melakukan argumentasi untuk memberikan penilaian apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum. 
HASIL dan PEMBAHASAN 

Kasus Posisi 

Pokok amar putusan, Mahkamah Agung membatalkan putusan-putusan terdahulu pada Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat No. 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tertanggal 24 September 2018. Sebagaimana diperkuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor perkara 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tetanggal 2 Januari 2019. 

Pengadilan tingkat pertama SAT dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Dorodjatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Itjih, dan Sjamsul Nursalim dikarenakan telah menerbitkan SKL (Surat Keterangan Lunas) kepada pemilik BDNI Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4,58 triliun.

Kesimpulan dalam putusan kasasi Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa SAT terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatannya bukanlah merupakan sebuah perbuatan pidana, melaikan adalah perbuatan pelanggaran administrasi dan merupakan sebuah perbuatan perdata. Sehinggga majelis hakim menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan memutus lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtsvervolging).

Perintah Jabatan Menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP
Perintah Jabatan terdiri dari dua kata yakni kata “Perintah” dan “Jabatan”, dimana secara etimologi kata “Perintah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sedangkan kata “Jabatan” menurut KBBI adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisai. Pengertian yang didapat dari KBBI maka dapat dijelaskan bahwa Perintah Jabatan ialah melakukan suatu pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan.

KHUP juga mengatur tentang Perintah Jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”. Unsur-unsur dari Pasal tersebut ialah :
1. Barang siapa.

2. Melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan.

3. Diberikan oleh penguasa yang berwenang.
Perbuatan yang dilakukan dengan perintah jabatan disebabkan oleh perintah itu sendiri ada karena jabatan, maksudnya antara yang memberikan perintah baik langsung maupun tidak langsung dengan orang yang diperintah ada hubungan hukum publik (Hamzah 1994). Hubungan antara pemberi dan penerima pemerintah jabatan, posisi pemberi perintah jabatan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum publik. Tiga syarat suatu perintah dapat menjadi suatu perintah jabatan, yaitu :

1. Adanya hubungan antara pemberi perintah dan pelaksana perintah berdasarkan hukum publik.

2. Kewenangan dari pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik.

3. Perintah yang diberikan kepada pelaksana perintah harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya (Sianturi 2002).
Berbicara mengenai jabatan tentu tidak lepas dari kewenangan seorang pejabat dimana konsep dasar dari teori kewenangan ialah adanya hubungan antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah (The Rule and The Ruled) sebagai unsur yang ada untuk menimbulkan suatu kewenangan (Budiarto 2008).  Kewenangan dalam bahasa inggris dari kata Authority yang mana Black’s Law Dictionary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Authority adalah :

“The Right or Permission to Act Legally on another’s behalf; esp., The Power of One Person to Affect Another’s Legal Relation by Act Done in Accordance with The Other’s Manifestations of Assen; The Power Delegated by a Principal to an Agent; Also Termed Power Over Other Person;”
Maksud pada intinya kewenangan ialah hak atau izin untuk berkuasa atas orang lain secara sah dan legal, khususnya menitik beratkan terdapat seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memberikan perintah kepada orang lain atau kepada sekelompok orang tertentu.

Kewenangan berasal dari hukum organ pemerintahan yang dapat dikatakan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Hadjon 1998).
Menurut Satochid Kartanegara dalam Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Jilid 1, dalam menjalankan perintah jabatannya seorang pejabat hendaknya melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan itu dan menjalankan perintah tersebut dengan seimbang, patut, dan tidak boleh melampaui batas-batas dari perintah tersebut. Perbuatan yang diakibatkan oleh suatu perintah jabatan yang sah dan sesuai ketentuan-ketentuan hukum publik menjadikan sifat melawan hukumnya dihapuskan sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu dapat dibenarkan, maka melakukan perintah jabatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) merupakan suatu alasan pembenar dalam tindak pidana (Moeljatno 2008).

Alasan Perintah Jabatan Dalam Putusan Kasasi No. 1555K/PID.SUS/2019 Menjadi Dasar Putusan Lepas Dalam Perkara Korupsi 
Terhadap Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung atas nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung No. 1555K/PID.SUS/2019 menyatakan bahwa melepaskan terdakwa dari segala tuntutan yang dituntutkan oleh terdakwa. Hukum pidana mengatur bahwa ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau Terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan pengecualian hukuman (Hamdan 2010).
Keadaan batin yang normal sebagai syarat kesalahan, bukan terletak pada kenormalan “fungsi. Akan tetapi, kenormalan dalam keadaan batin itu sendiri, sehingga lebih merupakan keadaan akalnya. Mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Allen mengidentifikasi adanya lima keadaan mental yang berpengaruh pada pertanggungjawaban pidana pembuatnya  (Huda 2015).
Keadaan yang pertama merupakan keadaan yang dalam doktrin common law dikenal dengan automatism, yaitu terpenuhinya rumusan tindak pidana di luar kehendak atau tanpa disadari pembuatnya. Automatism merupakan setiap keadaan dimana pembuat tidak menyadari perbuatannya atau ketika sebagian tindakannya tidak berasal dari pikirannya. Dalam common law, automatism umumnya dipandang sebagai salah satu bentuk defence (Huda 2015).
 Menurut Chairul Huda, automatism lebih merupakan masalah kesalahan. Dalam hal ini, pada diri pembuat tidak dapat ditentukan adanya kesengajaan dari perbuatannya (Huda 2015).  Kesengajaan adalah sesuatu yang berkenaan dengan bekerjanya alat batin, yang tentunya hanya dapat terjadi pada pembuat yang mampu bertanggungjawab. Jadi, masalah kesalahan dan bukan syarat kesalahan ataupun alasan penghapus kesalahan (Huda 2015). Keadaan yang kedua merupakan keadaan dimana pembuat tidak mempunyai kemampuan untuk sepenuhnya menyadari atau mengerti mengenai perbuatannya. Dengan demikian, keadaan batinnya tidak normal, karena tidak menyadari dan mengerti bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang tidak diharapkan masyarakat. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak dapat mengharapkan kepadanya untuk berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.

Keadaan yang ketiga lebih merupakan masalah yang dikenal sebagai mistake of law. Hal ini dapat terjadi jika pembuat telah keliru dalam memberi pertimbangan tentang apa yang dilakukannya. Kekeliruan ini tertuju pada pengetahuannya tentang hukum. Dalam doktrin common law umumnya hal ini tidak dipandang sebagai defence. Dengan demikian, hal ini pun berkenaan dengan “penggunaan fungsi batin yang salah”, dan bukan keadaan batin yang tidak normal. Keadaan keempat merupakan keadaan dimana pembuat melakukan tindak pidana karena daya paksa. Hal ini sebenarnya menyangkut “fungsi‟ dan bukan “keadaan‟ batin yang tidak normal. Dengan kata lain, pembuat melakukan tindak pidana tersebut secara involuntary. Pembuat tidak dapat mengontrol penuh kehendaknya karena terdapat sesuatu yang bersifat paksaan dari luar, sehingga tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana. Fungsi batinnya tidak normal, sementara keadaan batinnya sendiri sebenarnya normal (Huda 2015).
Dalam hal ini, persoalannya justru berkenaan dengan alasan penghapus kesalahan. Sifat dapat dicelanya pembuat menjadi hilang karena tindak pidana yang dilakukannya terjadi secara involuntary. Keadaan kelima adalah keadaan yang dalam common law dikenal dengan mistake of fact. Pembuat dapat membedakan perbuatan yang terlarang dari yang boleh dilakukan, tetapi kekeliruan penilaiannya terhadap fakta menyebabkan dia yakin bahwa yang dilakukannya bukanlah sesuatu tindak pidana. Menurut Chairul Huda, hal ini pun bukan berkenaan dengan keadaan batin atau mental pembuat tetapi hubungan hal itu dengan perbuatannya (Huda 2015). Dengan demikian, hal itu juga terkait dengan alasan penghapus kesalahan dan bukan syarat kesalahan. Apabila dicermati, hanya keadaan kedua saja yang termasuk masalah kemampuan bertanggungjawab. Tepatnya, keadaan mental pembuat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, dirinya tidak patut untuk dinilai dapat dicela karena tindak pidana yang dilakukannya. Pada dirinya tidak terdapat syarat adanya kesalahan. 

Dengan kata lain, pembuat tidak mampu bertanggungjawab. Sementara itu, keadaan-keadaan lain sekalipun menyangkut mental pembuat, tetapi bukan berkenaan dengan keadaannya. Dengan kata lain, bukan dalam pengertian keadaan mental dalam pengertian (tidak) mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini, bukan berkenaan dengan keadaan mental pembuat. Akan tetapi, lebih kepada penggambaran hubungan antara keadaan mental tersebut dengan perbuatannya. Dengan demikian, hal ini telah jauh masuk kepada bentuk atau alasan penghapus kesalahan, dan bukan lagi sekedar syaratnya (Huda 2015). Jika dikaitkan dengan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, keadaan mental pembuat memenuhi kondisi keadaan kelima yakni Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang terlarang dari yang boleh dilakukan, tetapi kekeliruan penilaiannya terhadap fakta menyebabkan dia yakin bahwa yang dilakukannya bukanlah sesuatu tindak pidana.

Menurut doktrin, dalam hal terdapat alasan pembenar, maka akan membawa akibat sifat melawan hukum dari suatu perbuatan/tindakan akan hapus/h ilang. Perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan, perbuatan yang tidak tercela. Sedangkan dalam hal terdapat alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidananya pelaku/Terdakwa yang hilang (ditiadakan). G. Fletcher (Fletcher 1996), mengemukakan pendapatnya yang memisahkan dengan jelas perbedaan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf. “A justification speaks to the rightness of the act, an excuse to whether the actor is accountable for a concededly wrongful act”. Fletcher berpendapat bahwa dalam hal alasan pembenar, perbuatan pelaku sudah memenuhi peraturan sebagaimana yang dirumuskan undang-undang, akan tetapi apakah perbuatannya itu memang salah. Sedangkan dalam hal alasan pemaaf, perbuatan itu memang salah, tetapi apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan (Fletcher 1996). Alasan pembenar membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah. Penerapan salah satu alasan penghapus pidana ini akan mengakibatkan perbedaan bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama, yang mengakibakan putusan bebas (vrijspraak) dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag).
Sebagaimana dapat dilihat perbedaan antara putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yakni sebagai berikut :

a. Putusan Bebas, perbuatannya adalah tindak pidana. Sedangkan, putusan lepas perbuatannya bukan tindak pidana. 

b. Putusan Bebas, kesalahannya tidak terbukti. Sedangkan, putusan lepas perbuatannya terbukti. 

c. Putusan Bebas, sifat dapat dipidananya pelaku yang hilang. Sedangkan, putusan lepas sifat dapat dipidananya perbuatan yang hilang. 

d. Putusan Bebas, kesalahan pelakunya yang hapus. Sedangkan, putusan lepas sifat melawan hukum perbuatan yang hapus. 

e. Putusan Bebas, berlaku hanya untuk masing-masing pribadi/pelaku. Sedangkan, putusan lepas berlaku untuk semua orang yang melakukan/ikut serta

f. Putusan Bebas, sebagai alasan pemaaf. Sedangkan, putusan lepas sebagai alasan pembenar.

Pada dasarnya ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila majelis hakim beranggapan, bahwa: 

1. Apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan. 

2. Tetapi, sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. 

Apabila dibandingkan antara putusan bebas dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dapat ditinjau dari segi pembuktian. Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain halnya dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada Terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang, maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi “tidak merupakan tindak pidana”. Tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pidana, tetapi mungkin termasuk dalam hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat (Hartanti 2016).
Dalam memberikan putusan kasasi dalam perkara SAT, Hakim Mahkamah Agung memperhatikan bunyi putusan yang tepat terhadap dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikannya. Dalam KUHAP, jika Terdakwa tidak dipidana maka putusan pengadilan itu harus berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu “Terdakwa dibebaskan” atau Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, yaitu “Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum”. 

Demikian menurut penulis Mahkamah Agung memperhatikan ketentuan dalam KUHAP yang memisahkan alasan penghapus pidana itu antara sifat melawan hukum perbuatan yang dihapuskan/hilang (alasan pembenar) dengan kesalahan pelakunya yang hapus (alasan pemaaf). Sehingga hal itu akan membawa pengaruh pada bunyi putusan Mahkamah Agung, yang apabila alasan pengecualian hukuman sebagai alasan pemaaf maka bunyi putusannya “bebas atau vrijsprak” begitu pula apabila pengecualian hukuman sebagai alasan pembenar maka bunyi putusannya “lepas dari segala tuntutan hukum atau onstlag van alle rechtsvervolging”. Sebagaimana yang diuraikan diatas terkait perbedaan putusan bebas dengan putusan lepas, maka apabila yang disyaratkan untuk dapat dijatuhi putusan lepas terpenuhi maka hakim dalam menjatuhkan putusannya harus menyesuaikan dengan bunyi putusannya. 
Dalam perkara a quo, Mahkamah Agung memberikan alasan pengecualian hukuman bagi Terdakwa  SAT sebagai alasan pembenar yang artinya sifat melawan hukum perbuatan yang dihapuskan atau sifat dapat dipidananya perbuatan yang hilang sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Adapun menurut Rusli Effendy (Effendy 1986),  alasan pembenar ialah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga meskipun perbuatan itu sesuai dengan lukisan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, bukanlah suatu peristiwa pidana.

Adapun yang menjadi alasan pembenar ini terdiri dari: 

a. Daya paksa relatif (relative overmacht); 

b. Pembelaan Darurat (noodweer); 

c. Menjalankan ketentuan undang-undang; 

d. Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang (Effendy 1986).
Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana, adalah berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal 51 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan (ambtelijk bevel) yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung yang terdapat dalam halaman 101-102. Bahwa menurut Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, Terdakwa  SAT tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena perbuatan a quo telah dilakukan Terdakwa selaku Ketua BPPN yakni pejabat penyelenggara negara untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, dalam hal ini adalah Ketua KKSK yakni Menteri Koordinator Bidang Ekonomi cq Pemerintah. Suatu perintah jabatan (ambtelijk bevel) dalam pengertian undang-undang tersebut disyaratkan bahwa perintah tersebut harus bersifat “ambtelijk” yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik atau bersifat “publiek rechtelijk” (Lamintang 1997). 

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung ini, alasan pembenar yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah bahwa perbuatan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung adalah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang diatasnya yakni Komite Kebijakan Sistem Keuangan (KKSK) melalui Surat Keputusan Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Persetujuan Pemberian Bukti Penyelesaian Kewajiban Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, isinya kebijakan KKSK tentang perintah kepada BPPN agar memberikan SKL kepada Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nurssalim karena telah menyelesaikan seluruh kewajibannya. Pun, kebijakan dari Presiden Megawati yakni kebijakan “release and discharge” terhadap debitur besar yang telah melakukan pembayaran lunas kepada BPPN merupakan staatbleleid yang dalam tataran implementasinya dikoordinir dan dilaksanakan oleh BPPN sebagai overheidsbeleid yang pula sama sekali tidak memasuki area Hukum Pidana (Syamsuddin and dkk 2004).

  Dalam perkara ini, Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung bukan serta merta “one man show” dalam melakukan perbuatannya tersebut. Karena, jika kita lihat dalam susunan hierarki persetujuan yang harus diperoleh BPPN dalam mengambil sebuah keputusan maka Ketua KKSK dan Menteri Keuangan terlibat dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas yang diterbitkan BPPN. Menurut rezim hukum BPPN, setiap perbuatan Ketua BPPN adalah perbuatan BPPN. Sebagai perbuatan BPPN, maka BPPN harus mendapatkan persetujuan KKSK. KKSK memiliki kewenangan yang kuat dan pengambilan keputusan oleh BPPN yakni harus mendapatkan persetujuan KKSK. 
Dengan demikian, setiap perbuatan BPPN menjadi sah kalau mendapatkan persetujuan KKSK. Adapun keanggotaan KKSK meliputi para menteri di bidang ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Dalam hal ini, susunan keanggotaan KKSK yang diketuai oleh seorang menteri merupakan wujud perwalian dari pemerintah sehingga setiap perbuatan BPPN yang tak lepas dari persetujuan KKSK sesungguhnya juga mengikat secara hukum pemerintah karena KKSK merupakan perwalian dari pemerintah. 
Sama halnya dengan penerbitan SKL yang dilakukan oleh Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggungyang telah mendapatkan persetujuan KKSK bahkan merupakan perintah dari KKSK itu sendiri melalui Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Persetujuan Pemberian Bukti Penyelesaian Kewajiban Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Hal ini berarti, penerbitan SKL sah menurut hukum yang mengaturnya, yaitu rezim hukum BPPN dan merupakan perbuatan hukum pemerintah. Dengan demikian, walaupun penerbitan SKL dilakukan oleh Ketua BPPN namun pertanggungjawaban hukumnya adalah pemerintah karena pemerintah telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan penerbitan SKL dan pemerintah tidak pernah melakukan penolakan kepada langkah penerbitan SKL. Maka karena hubungan antara Ketua KKSK dan Ketua BPPN tersebut bersifat hukum publik atau publiek rechttelijk, maka perintah yang diberikan oleh Ketua KKSK kepada Ketua BPPN tersebut harus pula dilihat sebagai perintah jabatan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang bersifat amtelijk (Lamintang 1997). 

Fakta-fakta yang dijabarkan di atas menjadikan pertimbangan hakim di tingkat kasasi dan putusan hakim ditingkat kasasi menjadi putusan yang berkeadilan karena telah melihat sikap batin dari terdakwa karena terdakwa tidak memiliki itikad buruk untuk sengaja membuat kerugian keuangan negara, namun terdakwa menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan suatu perkara dengan menerbitkan surat namun akibat yang ditimbulkan tidak disadari dan tidak dikehendaki oleh terdakwa.

Bahkan menurut Prof. J. Remmelink, apabila perintah itu dilaksanakan dan sekaligus terjadi suatu tindak pidana, maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang karena di dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum (Remmelink 2003). Dengan demikian, sudah tepatlah apabila kemudian Mahkamah Agung mengikuti pendapat J. Remmelink tersebut dalam menerapkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP dalam perkara SAT.

PENUTUP 
Kesimpulan 

Perintah jabatan adalah melakukan suatu pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan dimana antara pemberi perintah dan pelaksana perintah terikat dalam aturan-aturan hukum publik yang akan menimbulkan kewenangan terhadap pelaksana untuk menyelesaikan perintah yang diberikan. Pelaksana perintah akibat perintah jabatan tidak dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP asalkan seimbang, patut dan tidak melampaui batasan-batasan yang diperintahkan. Pelaksana perintah yang dapat bersikap seperti yang dijelaskan di atas maka pelaksana mendapatkan alasan pembenar jika terjadi peristiwa hukum.
Pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onstlag Rechts Vervolging) pada Putusan Kasasi Nomor 1555K/PID.SUS/2019, adalah bahwa perbuatan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung bukan merupakan tindak pidana dan dikarenakan adanya alasan pembenar yakni dalam rangka melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang diatasnya yakni Komite Kebijakan Sistem Keuangan (KKSK) melalui Surat Keputusan Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tanggal 7 Maret 2004.  Pelanggaran administrasi dan pebuatan perdata murni yang dinyatakan oleh majelis hakim dalam putusan kasasi A quo merupakan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan (ambtelijk bevel) yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dapat dipidana.
Saran

Kepada Penentuan melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) seharusnya dititikberatkan pada masing-masing sikap batin pelaksana perintah jabatan, karena akibat dari perintah jabatan sering kali tidak disadari dan tidak diinginkan oleh pelaksana perintah jabatan sehingga memeriksa kondisi dan sikap batik pelaksana perintah jabatan harus dilakukan demi terciptanya putusan yang berkeadilan.

Pada Majelis hakim ditingkat kasasi khususnya pada Putusan Kasasi Nomor 1555K/PID.SUS/2019 harus lebih cermat lagi terutama untuk hakim yang memberikan dissenting opinion agar melihat lebih jauh secara kasuistik terhadap tiap-tiap individu terutama menyangkut sikap batinnya karena tidak semua orang berniat untuk melakukan kesalahan dan agar pengadilan di semua tingkatan dapat memilah kompetensi serta kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara.
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